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Penyelesaian Empat Sengketa Pers

S
elama bulan Maret 2015, 

Dewan Pers menyelesaikan 

e m p a t  s e n g k e t a  p e r s 

melalui penandatanganan risalah 

penyelesaian dan ajudikasi. Empat 

sengketa tersebut yaitu pengaduan 

Fransis cus Prihadi terhadap 

h a r i a n t e r b i t . c o m ,  p e n g a d u a n 

Syarifuddin Umar terhadap tiga 

stasiun televisi T VOne, MetroT V 

dan SCTV. 

F r a n s i s c u s  P r i h a d i  v s 

harianterbit.com 

D e w a n  P e r s  m e n g g e l a r 

pertemuan untuk menyelesaikan 

pengaduan Fransiscus Prihadi 

terhadap har iante rbit .c om  di 

Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 

Kamis (26/3/2015).  

Fra n s i c u s  m e l a l u i  k u a s a 

hukumnya, Law Firm Tampubolon, 

Tjoe & Partners, mengadukan tiga 

berita harianterbit.com berjudul 

“Gawang Dirobohkan, Anak-anak 

Muda Tak Bisa Lagi Main Bola” (edisi 

Jumat, 2 Mei 2014), “Mafia Tanah 

Semakin Parah, Warga Siap Lapor 

Gubernur” (Minggu, 4 Mei 2014), 

dan “Lapangan Bola Kiamat Disegel 

Mafia, RW Lapor Gubernur” (Senin, 

5 Mei 2014).

Berdasar pemeriksaan dan 

klarifikasi yang dilakukan oleh 

Dewan Pers, berita tersebut menurut 

Dewan Pers melanggar Pasal 1 dan 3 

Kode Etik Jurnalistik karena tidak 

berimbang dan memuat opini yang 

menghakimi.

Melalui pertemuan di Sekretariat 

Dewan Pers, kedua pihak menerima 

penilaian Dewan Pers tersebut. 

Selanjutnya,  har ia nte rb it .c om 

bersedia memuat Hak Jawab dari 

Franciscus Prihadi yang dimuat 

s e cara prop orsional  dis ertai 

permintaan maaf. Hak Jawab dan 

permintaan maaf tersebut dimuat 

di versi online maupun cetak. 

Harianterbit.com juga berkomitmen 

untuk mematuhi Ko de Etik 

Jurnalistik dalam pemberitaan 

selanjutnya.

Syarifuddin Umar vs TVOne, 

MetroTV dan SCTV 

Setelah melalui beberapa kali 

pertemuan, Dewan Pers berhasil 

menyelesaikan pengaduan mantan 

hakim Syarifuddin Umar terhadap 

tiga stasiun televisi,  T VOne, 

MetroTV dan SCTV, di Sekretariat 

D ewan Pers,  Jakarta,  Jumat 

(27/3/2015). 

Pengaduan terhadap T VOne 

terkait berita dalam program Kabar 

Petang yang disiarkan 7 Juni 2011, 

program Apa Kabar Indonesia 

Pagi 8 Juni 2011, dan program Apa 

Kabar Indonesia Malam, 29 Februari 

2012. Sedangkan berita MetroT V 

disiarkan pada 28 Februari 2012 

dalam program Editorial Media 

Indonesia 29 Februari 2012, dan 

program Metro Siang. Berita SCTV 

dalam program Liputan6, pada 12 

Juli 2011, turut diadukan.  

Sebelumnya, Dewan Pers telah 

menggelar pertemuan dan meminta 

klarifikasi kepada kedua pihak 

pada 19 Desember 2014 dan 13 

Februari 2015.  Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan 

Pers menilai ketiga media yang 

diadukan tidak beritikad buruk. 

Namun, ada ketidakakuratan dan 

kekurangberimbangan yang belum 

sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 

Kode Etik Jurnalistik.

Kedua pihak dapat menerima 

pernilaian Dewan Pers tersebut dan 

menyepekati sejumlah hal. TVOne 

bersedia menayangkan Hak Jawab 

dan koreksi dari Syarifudin. Hak 

Jawab tersebut dimuat dalam tiga 

program yaitu Apakabar Indonesia 

Pagi (durasi 60 detik), program 

Fransiscus Prihadi (kiri) dan Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo 
(kanan), disaksikan perwakilan harianterbit.com setelah penandatangan 
risalah penyelesaian pengaduan (26/3/2015).



3Etika | Maret 2015

Berita Utama

Apakabar Indonesia Malam (durasi 

60 detik), program Kabar Petang 

(durasi 60 detik). Materi Hak Jawab 

yang dimuat di tiga program tersebut 

berbeda-beda disesuaikan dengan 

konten yang dipermasalahkan 

oleh p engadu pada program 

bersangkutan.

Sementara itu, MetroTV bersedia 

menayangkan Hak Jawab dan 

koreksi dari Syarifudin yang dimuat 

dalam lima program yaitu Metro 

Sore (durasi 60 detik), program Metro 

Siang (durasi 60 detik), program Top 

Nine News (durasi 60 detik), program 

Metro Hari ini (durasi 60 detik) 

dan program Highlights (durasi 60 

detik). Materi Hak Jawab yang sama 

Dewan Pers Keluarkan PPR untuk 
Suara Pemred

     

D
ewan Pers mengeluarkan 

Pernyataan Pernilaian 

dan Rekomendasi (PPR) 

nomor 01/PPR-DP/III/2015 untuk 

Harian Suara Pemred di Pontianak, 

Kalimantan Barat, 24 Maret 2015. 

Dewan Pers menilai Suara Pemred 

melanggar Kode Etik Jurnalistik dan 

harus memuat Hak Jawab disertai 

permintaan maaf.

PPR Dewan Pers ini terkait 

pengaduan Alex Tantra melalui 

kuasa hukumnya LS City & 

Partners. Alex mengadukan berita 

Suara Pemred berjudul “Alex Tantra 

‘Raja Markus’ Pontianak” (edisi 8 

September 2014), “Alex Tantra Bantah 
Makelar Kasus” (edisi 9 September 

2014) dan  “Tambuk: Alex Tantra 
Pembohong” (edisi 10 September 2014).

Menindaklanjuti pengaduan 

tersebut, Dewan Pers menggelar 

pertemuan dengan Alex Tantra 

untuk meminta keterangan dan 

klarifikasi di Gedung Dewan Pers, 

Jakarta, pada 5 Desember 2014 dan 

12 Januari 2015. 

Pimpinan Suara Pemred yang 

juga diundang, tidak hadir pada 

dua pertemuan itu dan meminta 

Dewan Pers menggelar pertemuan 

di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Dewan Pers tidak dapat memenuhi 

permintaan tersebut dan telah 

meminta klarifikasi secara tertulis 

kepada Suara Pemred. 

Sebelum mengadu ke Dewan 

Pers, Alex Tantra menyampaikan 

keberatan atau Hak Jawab yang 

kemudian dimuat oleh Suara Pemred 

pada 9 September 2014 dengan 

judul “Alex Tantra Bantah Makelar 

Kasus”. Namun, Alex Tantra tidak 

puas terhadap pemuatan Hak 

Jawab tersebut. Menurutnya, isi 

Hak Jawab itu tidak sesuai dengan 

penjelasannya. Selain itu, pada edisi 

yang sama, Suara Pemred justru 

memuat foto Alex Tantra seolah 

seperti di dalam tahanan.

   	

Penilaian

Sebelum membuat penilaian 

atas kasus ini, Dewan Pers telah 

m e m p e rla j a ri  a rgu m e n  d a n 

dokumen yang disampaikan kedua 

pihak, di antaranya, data hasil 

penelitian dan pengkajian atas 

dua berita yang diadukan dan satu 

berita berisi klarifikasi (Hak Jawab) 

dari Alex Tantra; klarifikasi dan 

keterangan dari Alex Tantra; Surat 

yang berisi  penjelasan dari Suara 

Pemred yang disertai dokumen 

pendukung antara lain kliping 

berita, dokumen dari kepolisian, 

kejaksaan, dan pihak lain yang 

dimuat di lima program tersebut.

Se dangkan  SC T V  b ers e dia 

menayangkan Hak Jawab dan 

koreksi dalam Program Liputan6 

Petang berdurasi 60 detik. (red)

Syarifuddin Umar (kanan) berjabat tangan dengan perwakilan SCTV disaksikan Anggota 
Dewan Pers, Nezar Patria, saat penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan 
(27/3/2015).
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terkait dengan Alex Tantra.

Dewan Pers juga mempelajari 

berita Suara Pemred berjudul “Alex 

Tantra ‘Raja Markus’ Pontianak” dan 

“Tambuk: Alex Tantra Pembohong” 

yang memuat kalimat berkonotasi 

sangat negatif terhadap Alex 

Tantra seperti “raja markus”, “kerap 

mempermainkan hukum”, “kasus 

rekayasa Alex”.  

Berita-berita yang berkonotasi 

sangat negatif tersebut tanpa disertai 

upaya konfirmasi yang sungguh-

sungguh. Sedangkan berita Suara 

Pemred berjudul “Tambuk: Alex 

Tantra Pembohong” dimuat satu 

hari setelah pemuatan hak jawab 

dari Alex Tantra.  Berita tersebut 

juga tidak disertai upaya konfirmasi 

yang sungguh-sungguh dan memuat 

kalimat berkonotasi negatif antara 

lain yang ditunjukkan melalui judul 

“Alex Tantra Pembohong”.

Atas dasar temuan-temuan 

tersebut, Dewan Pers memutuskan 

Suara Pemred  melanggar Pasal 

1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, 

karena memuat b erita yang 

tidak berimbang dan opini yang 

menghakimi. Tidak ada upaya 

sungguh-sungguh dari Suara Pemred 

untuk melakukan konfirmasi. 

Sejumlah dokumen hukum yang 

dimiliki Suara Pemred tidak dapat 

menjadi  landasan p emb enar 

digunakannya kalimat-kalimat 

berkonotasi sangat negatif terhadap 

Pengadu (opini menghakimi).

Dewan Pers merekomendasikan 

kepada Suara Pemred untuk memuat 

ulang Hak Jawab dari Alex Tantra 

secara proporsional (di halaman 

pertama) disertai permintaan maaf 

kepada Alex Tantra. (red)

Februari 2015 Dewan Pers 
Terima 37 Pengaduan

S
elama bulan Februari 2015, 

Dewan Pers menerima 74 

surat. Setelah diteliti dan 

dipilah, 37 surat di antara langsung 

ditujukan ke Dewan Pers dan 37 

surat lainnya merupakan tembusan. 

Dari 37 surat yang ditujukan 

langsung kepada Dewan Pers, yang 

benar-benar merupakan sengketa 

pers sebanyak 29 kasus. Surat-surat 

itu terbanyak berasal dari Jakarta, 

kemudian menyusul dari Sumatera 

Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Sulawesi Selatan.

Menindaklanjuti pengaduan 

tersebut, terutama yang benar-

benar menyangkut sengketa pers, 

Dewan Pers telah mengeluarkan 

18 surat dan 10 di antaranya 

memberikan tanggapan langsung. 

D a l a m  m e n i n d a k l a j u t i 

pengaduan, Dewan Pers selalu 

meneliti, mengkaji dan melakukan 

verifikasi terhadap pengadu dan 

teradu. Klarifikasi terhadap pengadu 

dan teradu bisa dilakukan secara 

tertulis atau melalui pertemuan di 

Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. 

Terkadang pertemuan digelar di luar 

Jakarta, tempat kasus pers tersebut 

terjadi. (red)   
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Siaran Pers Bersama, AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers
“Polri, Jangan Kriminalisasi Pers”

 
Organisasi wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak 
Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak memproses pengaduan terkait karya jurnalistik yang dihasilkan media. 
Perselisihan yang diakibatkan pemberitaan seharusnya di selesaikan melalui mekanisme seperti yang diatur oleh 
UU Pers, yakni melalui Dewan Pers.

Pernyataan bersama ini disampaikan terkait dengan langkah kepolisian yang tengah memproses laporan Ketua 
Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang mengadukan Majalah Tempo terkait dengan pemberitaan harta 
kekayaan Komjen Pol Budi Gunawan dan aliran dana ke sejumlah pihak.\

Terkait laporan ini, kepolisian RI diminta menggunakan UU No. 40/1999 tentang Pers dengan melimpahkan 
penyelesaian sengketa pemberitaan antara pengadu dan Majalah Tempo kepada Dewan Pers. Langkah Majalah 
Tempo memuat berita tentang harta kekayaan Budi Gunawan dan aliran dana dilindungi oleh Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemuatan berita terkait dengan kekayaan Budi Gunawan telah sesuai dengan kaidah jurnalistik sebagaimana 
diatur UU Pers. Dalam UU Pers, pasal 4 menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional 
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 6 UU Pers juga 
menyatakan pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan umum. Pasal 8 menyatakan, dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan 
hukum. Untuk itu, Kepolisian menangani kasus Tempo dengan menggunakan prosedur sengketa jurnalistik yang 
telah diatur UU Pers.

Langkah kepolisian yang tengah memproses laporan terkait Majalah Tempo membuka peluang kriminalisasi 
terhadap media dan jurnalis. Memidanakan jurnalis dan media tidak hanya bertentangan dengan UU Pers, tapi 
juga mengancam tugas dan fungsi pers sebagai pilar penting tegaknya demokrasi di Indonesia. Bila upaya proses 
laporan ini dilanjutkan, langkah memidanakan juralis dan media akibat memberitakan kasus-kasus dugaan korupsi 
berpotensi mengancam semua media dan para jurnalis di Indonesia yang mengungkap kasus dugaan korupsi.

Di dalam UU Pers, ketidakpuasan atas sebuah berita, harus diselesaikan lewat mekanisme hak jawab dan hak 
koreksi, yakni memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik 
narasumber atau pembaca. Selanjutnya, kewajiban media yang memberitakan tersebut wajib memuat hak jawab 
tersebut secara proposional.

 Terkait dengan persoalan di atas, kami menyerukan sebagai berikut :
Kepolisian Republik Indonesia harus menolak upaya berbagai pihak untuk memidanakan jurnalis. Kasus ini 

harus dikembalikan sesuai dengan kewenangan dan proporsinya, yakni menggunakan UU Pers. Penggunaan UU 
Pers sebagai UU lex specialis, juga sesuai Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian RI dan Dewan Pers yang 
telah diteken tahun 2012 lalu.

Mendesak kepolisian untuk menaati keputusan Dewan Pers yang telah memberikan pendapat terkait dengan 
penyelesaian sengketa pemberitaan antara pengaduan dan Majalah Tempo.

Mengajak semua pihak, baik pejabat hingga masyarakat umum untuk selalu menghormati peran dan tugas 
pers dalam menjalankan profesinya. Bila ada masyarakat yang tidak puas dengan pemberitaan hingga terjadi 
perselisihan yang diakibatkan pemberitaan untuk menyelesaikan masalah ini melalui UU Pers.

Mengajak kepada seluruh jurnalis/wartawan di Indonesia untuk menjadikan kode etik jurnalistik sebagai acuan 
dalam melakukan tugas jurnalistik.

 
Jakarta, 5 Maret 2015
AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers
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Verifikasi Berita Medsos 
Merupakan Keharusan

   

K
etua Dewan Pers Bagir 

Manan mengatakan pers 

harus melakukan verifikasi 

sebelum memberitakan hal-hal 

yang bersumber dari media sosial 

(medsos) untuk memastikan ke

benaran dari informasi tersebut. 

“Pers harus melakukan ke

wajiban profesionalnya yakni 

m e l a k u k a n  ve r i f i k a s i  d a n 

keberimbangan ketika mengambil 

informasi dari Twitter atau media 

sosial lainnya,” katanya dalam 

diskusi “Sosial Media untuk Ke

pentingan Publik dan Peran 

Jurnalisme” di Gedung Dewan Pers, 

Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Bagir menegaskan sumber berita 

yang diambil dari media sosial 

menjadi tanggung jawab pers. “Se

telah menjadi produk berita, pers 

tidak bisa tidak bertanggung jawab 

karena dia memiliki kebebasan 

mengambil dan tidak mengambil 

kutipan dari media sosial untuk 

dijadikan berita,” katanya.

Ia menghimbau agar jurnalis 

melakukan seleksi dan memilah 

informasi dari medsos untuk dija

dikan berita sehingga sesuai dengan 

kode etik jurnalistik.

M e n u r u t  B a g i r  M a n a n , 

medsos merupakan gejala dunia 

y a n g  p e r ke mb a n g a n ny a  t i

dak dapat dielakkan sehingga 

pemanfaatannya harus diiringi 

tanggung jawab. Di pihak lain, pers 

juga membutuhkan media sosial 

untuk menginformasikan hal-hal 

tertentu.

Perkembangan informasi me

lalui media sosial, tambah dia, juga 

diiringi kepentingan publik yang 

menginginkan informasi secara 

cepat sehingga peminat media 

sosial terus meningkat. “Di sinilah 

pentingnya pers memberitakan 

informasi yang diambil dari media 

sosial dengan penuh tanggung 

jawab,” ujarnya. 

Lebih Serius

Anggota Dewan Pers Ninok 

Leksono menyatakan, pihaknya 

mengajak  p engguna me dia 

sosial lebih serius memanfaatkan 

informasi dari media sosial itu untuk 

meningkatkan daya saing individu. 

“Banyak orang lebih suka 

bercanda dalam memanfaatkan 

media sosial, alih-alih menggunakan 

informasi dari media sosial untuk 

meningkatkan daya saing,” katanya.

Ninok berpendapat kurang 

seriusnya pengguna media sosial 

mengakibatkan mereka teralihkan 

oleh hal-hal yang tidak penting 

dan menghabiskan banyak waktu 

untuk mengakses hal tidak penting 

tersebut.

Sebagian besar pengguna media 

sosial di Indonesia, ujar dia, hanya 

menggunakan media sosial untuk 

mengetahui informasi yang dangkal 

dan tidak tergerak memanfaatkan 

media sosial untuk memperoleh 

informasi yang lebih lengkap. 

Menurutnya, hal itu berbahaya bagi 

kapasitas mental generasi pengguna 

media sosial karena mereka tidak 

terbiasa berpikir mendalam.

Ninok menekankan, media 

s o s i a l  s e h a r u s ny a  m e n j a d i 

pemberi informasi dan pencerah 

masyarakat sehingga mereka yang 

menggunakan media sosial di jalan 

yang tepat. 

“ M e d i a  s o s i a l  h a r u s 

mencerahkan masyarakat. Untuk  

itu penggunanya juga harus 

memanfaatkan teknologi dalam 

jalan yang benar,” ujarnya.

Ia mencontohkan, banyak meme 

atau gambar satir terkait isu atau 

tokoh tertentu buatan pengguna 

medsos yang sebenarnya kurang 
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penting dan sebaiknya dialihkan ke 

penggunaan yang lebih bermanfaat.

Perubahan penggunaan media 

sosial ke jalan yang baik, kata dia, 

harus segera dilakukan pangguna 

media sosial demi mengurangi 

kerugian berjangka panjang.

Berdasarkan data PT Merah Cipta 

Media yang membawahi sejumlah 

perusahaan konsultan komunikasi, 

startup incubator, dan berbagai 

perusahaan teknologi online di 

Indonesia, pengguna media sosial 

di Indonesia adalah yang paling 

berisik di dunia meskipun pengguna 

internet di Indonesia hanya 72 juta.

M e n u r u t  d at a  t e r s e b u t , 

masyarakat Indonesia sangat 

aktif bermedia sosial, terbukti 

93% dari pengguna internet aktif 

mengakses Facebook, bahkan 

warga Jakarta adalah pengguna 

Twitter terbanyak di dunia.                                                                             

(Diolah dari sumber: Suara Karya, 

antaranews.com) 

Berita Medsos Harus Diverifikasi

P
ada bulan Desember 2011 hingga - 3 Februari 2012 Dewan Pers melakukan riset tentang penggunaan media 

sosial oleh wartawan sebagai sumber berita. Riset ini melibatkan 157 wartawan yang berasal dari 21 provinsi 

di Indonesia. 

Ketika disodorkan pertanyaan, apakah informasi yang Anda ambil/gunakan dari jejaring sosial diverifikasi 

ulang sebelum Anda gunakan sebagai bahan berita?, sebanyak 75% wartawan mengaku selalu melakukan 

verifikasi ulang. 14% menjawab sebagian informasi saja yang diverifikasi ulang, 8% hanya melakukan verifikasi 

apabila berpotensi merugikan narasumber, sedangkan 3% mengaku tidak melakukan verifikasi apabila sudah kenal 

dengan pemilik akun media sosial. 

Apakah informasi yang Anda ambil/gunakan dari jejaring sosial 

diverifikasi ulang sebelum Anda gunakan sebagai bahan berita?

Hasil penelitian ini juga menunjukkan, Facebook menjadi media sosial yang paling banyak digunakan wartawan 

sebagai sumber berita. Angkanya mencapai 58% dari seluruh responden. Diikuti Twitter dengan 46%.

Jejaring (media) sosial mana yang sering 

Anda gunakan sebagai sumber berita?
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SPS Pelaksana Verifikasi

Jakarta - Dewan Pers mengesahkan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat sebagai lembaga pelaksana 

verifikasi perusahaan pers media cetak. Pengesahan ini tercantum di dalam Surat Keputusan Dewan Pers 

nomor 01/SK-DP/III/2015 yang ditandatangai oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pada 24 Maret 2015.

Penetapan ini mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang 

Standar Perusahaan Pers. Di dalam angka 17 Peraturan tersebut disebutkan “perusahaan pers media 

cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers”. Melalui SK Dewan Pers ini, SPS berhak melakukan 

verifikasi terhadap media cetak. 

Sebelumnya, Dewan Pers telah melakukan pertemuan dengan SPS Pusat untuk membicarakan tentang 

pelaksanaan Standar Perusahaan Pers. (red)

Dewan Pers Diminta Jadi Saksi Ahli Kasus Tempo

JAKARTA - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri berbuntut panjang. Tak 

hanya komisioner KPK yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ternyata, elemen masyarakat juga ada yang 

melaporkan salah satu media nasional ke Bareskrim Polri.

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim Polri atas 

laporan investigasi dalam majalah yang berjudul ‘Bukan Sekadar Rekening Gendut’, yang dilaporkan 

pada 22 Januari 2015.

Tulisan investigasi itu dimuat dalam Majalah Tempo edisi 19-25 Januari. GMBI melaporkan 

Tempo atas dugaan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 47 Ayat (1) UU No 10/1998 tentang 

Perbankan.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, menuturkan 

laporan itu masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian, lanjut Ronny telah berkoordinasi dengan 

Dewan Pers untuk meminta pendapat mengenai kasus ini apakah ada unsur pidananya atau tidak…. 

(sumber: okezone.com | Rabu, 4 Maret 2015 - 11:23 wib)
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DASAR-DASAR KEMERDEKAAN 
DAN PEMBATASAN KEMERDEKAAN PERS

Bagir Manan

(Ketua Dewan Pers)

1.	 Pembukaan

Sebelum memasuki substansi, 

perlu klarifikasi beberapa hal:

Pertama; sebutan “kemerdekaan 

pers”, bukan “kebebasan pers”. Dalam 

tulisan maupun pembicaraan, dua 

sebutan tersebut dipergunakan 

silih berganti (interchangeable). 

Kemerdekaan tidak lain dari 

kebebasan. Begitu pula sebaliknya. 

Sebutan “kemerdekaan pers” yang 

bersandingan dengan sebutan 

“freedom of press”, lebih lazim dikenal 

publik daripada sebutan “kebebasan 

pers”, apalagi kalau sebutan itu 

disandingkan dengan “liberty of 

the press” atau “press liberty”. Selain 

itu, secara normatif, UU No. 40 

Tahun 1999 menggunakan sebutan 

“kemerdekaan pers”. 

D a l a m  k h a z a n a h  b a h a s a 

Indonesia, tidak pernah dibedakan 

antara sebutan kemerdekaan dan 

kebebasan, kecuali kalau dikaitkan 

dengan bahasa asing: kemerdekaan, 

b ersanding dengan f re edom , 

kebebasan, bersanding dengan 

liberty (Perancis: liberté). 

John Locke (Two Treatises of 

Civil Government) menggunakan 

ungkapan “liberty” (libert y and 

e qual it y ) .  Semb oyan revolusi 

Perancis menggunakan sebutan: 

“liberté, egalité, fraternite” (kebebasan, 

persamaan, persaudaraan). Ada 

juga “keruwetan” lain, yaitu 

membedakan antara: “equalit y” 

(equalit y before the law: Dicey) 

dengan “egality”. 

Dalam bahasa Indonesia sama-

sama diterjemahkan: “persamaan”. 

Seandainya saya kompeten (dalam 

hal ini, tidak), sebutan “equality” 

bertalian dengan “perlakuan” 

(perlakuan yang sama), misalnya: 

“persamaan di depan hukum” 

(equality before the law). Sedangkan 

“egalit y” atau “egalité”, bertalian 

dengan “sikap” (duduk sama rendah 

berdiri sama tinggi).

Kedua; sebutan “pers”. Sebutan 

ini berasal dari bahasa Belanda 

“pers”. Dalam bahasa Inggris disebut 

“press” (freedom of press). Secara 

harfiah, artinya—antara lain: mesin 

cetak atau alat percetakan. Disebut 

pers karena sebagai media yang 

dicetak. Kita mengenal sebutan 

“pers delict” (delik pers). Pada saat ini 

sebutan pers tidak lagi terbatas pada 

media yang dicetak, melainkan 

semua media informasi publik yang 

memenuhi syarat-syarat jurnalistik, 

c.q. Kode Etik Jurnalistik dan 

berbagai standar jurnalistik yang 

diatur secara hukum atau “manual 

practises of press”. Sekarang, sebutan 

“media” makin mengedepan. Buku-

buku baru di bidang pers, lebih 

tertarik menggunakan sebutan 

“media” (Media Law, Ethics and 

Media, Privacy and Media, dan lain-

lain). Ada juga buku-buku yang tetap 

menggunakan sebutan pers atau 

press (When the Press Fails, Attacks on 

the Press). Pada saat ini, di Indonesia, 

lebih jamak menggunakan sebutan 

“media sosial”, bukan “pers sosial”. 

Selain alasan normatif (UU No. 40 

Tahun 1999), penggunaan sebutan 

“pers” telah menjadi bahasa yang 

sangat dikenal publik, sedangkan 

penggunaan sebutan “media” masih 

dapat menimbulkan kerancuan 

seperti “media tanaman”.      

2.	 Dasar-dasar kemerdekaan 

pers.

A d a  d u a  d a s a r  u t a m a 

kemerdekaan pers. Pertama; paham 

demokrasi atau paham kedaulatan 

rakyat. Salah satu esensi atau 

ukuran kehadiran demokrasi adalah 

“kebebasan” (libert y). Kebebasan 

akan melahirkan kemerdekaan 

(freedom), termasuk kemerdekaan 

pers. Tanpa kemerdekaan pers, 

tidak akan ada demokrasi atau 

hanya demokrasi semu (verkapte 

democrat ie, shadow democracy). 

Dalam tatanan yang t idak 

demokratis, seperti feodalisme atau 

otoritarianisme atau bentuk-bantuk 

lain yang tidak demokratis, tidak 

akan ada kebebasan publik. Pers 

atau media akan berfungsi sebagai 

sarana kepentingan kekuasaan atau 

sekurang-kurangnya tidak menjadi 

sarana kepentingan publik. Sebagai 

alat kekuasaan, pers atau media 

adalah sekedar alat propaganda 

kekuasaan, bukan media publik. 

Kedua; paham hak asasi. Dalam 
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p e r ke mb a n g a n ,  p a h a m  h a k 

asasi senantiasa dilekatkan pada 

demokrasi. Hak asasi merupakan 

salah satu unsur kehadiran 

demokrasi. Hak atas kebebasan 

(liberté), hak atas persamaan (egalité), 

dan hak atas peri kehidupan yang 

harmonis dan tenteram (fraternité), 

adalah hak asasi yang sekaligus 

merupakan dasar demokrasi. Namun 

secara doktriner, paham hak asasi 

dan paham demokrasi bersumber 

dari ajaran yang berbeda. Demokrasi 

bertalian dengan pemegang dan 

tata cara mengelola kekuasaan (dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 

– from the people, by the people, 

for the people). Hak asasi bertalian 

dengan syarat-syarat eksistensi 

manusia (individual atau bersama). 

Seperti diajarkan oleh John Locke, 

dasar asasi eksistensi manusia adalah 

kebebasan (men are created free, 

begitu disebut dalam Declaration 

of Independence Amerika, 1776). 

Kebebasan memerlukan persamaan. 

Bung Hat ta (Demok rasi Kita) 

me nye b ut k a n,  b uk a n la h  a da 

kebebasan tanpa persamaan (egalité), 

seper t i persamaan kesempatan 

(equal opportunity), persamaan di 

depan hukum (equality before the 

law). Dalam kaitan dengan hak asasi, 

pers sekaligus merupakan hak asasi 

(pers sebagai hak asasi), dan pers 

sebagai sarana mew ujudkan hak 

asasi. Sebagai hak asasi, pers adalah 

subyek hak-hak asasi, seperti hak 

berpendapat, termasuk hak berbeda 

pendapat (the right to disent), hak 

ekspresi. Sebagai sarana, pers adalah 

penyalur hak asasi publik atau 

individu.

3.	 Aneka ragam sumber hak 

kemerdekaan pers.

Ada bermacam-macam sumber 

hak atas kemerdekaan pers (the 

right of freedom of press). Dalam 

bahasa hukum, hak adalah sesuatu 

yang dapat (boleh) dinikmati. Selain 

itu, hak adalah sesuatu yang harus 

dihormati dan dipertahankan 

terhadap pihak tertentu (hak 

subyektif) atau terhadap setiap 

orang (hak obyektif). Di sini berlaku 

ada asas: “ubi ius ibi remedium”. 

Menikmati bukan saja dalam 

arti memperoleh manfaat, tetapi 

kebebasan menentukan hubungan 

dengan obyek s esuatu hak. 

Misalnya, pengakuan atas pranata 

hak memilih, selain hak menikmati 

hak milik, termasuk juga, misalnya 

hak untuk mengasingkan (menjual, 

menghibahkan), bahkan menghapus 

hak milik tertentu (demolish) 

sepanjang tidak bertentangan 

dengan atau merugikan orang 

lain atau bertentangan dengan 

ketertiban umum.

Pe r l u  d i c at at ,  h a k  at a s 

kemerdekaan pers dapat dibedakan 

dengan hak-hak yang bersifat 

eksklusif (exclusive rights), dan yang 

tidak eksklusif (non exclusive rights). 

Hak eksklusif adalah hak yang hanya 

melekat atau dilekatkan pada pers 

seperti hak tolak memberitahukan 

sumber berita. Hak non eksklusif 

adalah hak-hak yang melekat juga 

pada subyek-subyek lain. 

Di bawah ini akan dicatat hak-

hak non eksklusif yang juga harus 

ada pada pers yaitu:

1.	 Hak atas kemerdekaan 

berekspresi (the r ight to 

freedom of expression).

2.	 Hak atas kemerdekaan 

informasi (the r ight to 

freedom of information).

3.	 Hak atas kemerdekaan 

berpendapat (the right to 

freedom of opinion).

4.	 Hak atas kemerdekaan 

berkomunikasi (the right to 

freedom of communication).

5.	 Hak atas kemerdekaan 

melakukan kontrol (the right 

to freedom of control).

(1) Hak atas kemerdekaan 

berekspresi.

Dalam makna yang luas, hak atas 

kemerdekaan berekspresi mencakup 

hak-hak seperti kemerdekaan pers, 

kemerdekaan berpikir (freedom of 

thought), kemerdekaan berpendapat, 
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Bersambung  edisi berikutnya...

kemerdekaan memilih keyakinan 

(freedom of religion), kemerdekaan 

berseni (mencipta atau melakukan 

s u at u  s e n i ) ,  ke m e r d e k a a n 

melakukan penyelidikan (freedom 

of research). Pada pers juga melekat 

hak atas kemerdekaan berekspresi. 

Sebagai bagian atau salah satu jenis 

hak atas kemerdekaan berekspresi, 

kemerdekaan pers bertalian erat 

dengan hak atas kemerdekaan 

berpikir, berpendapat, penyelidikan 

(press investigation) dan lain-lain.

 

(2) Hak atas kemerdekaan 

informasi.

Ada dua makna kemerdekaan 

pers atas informasi. Per tama; 

hak memperoleh, menyebarkan, 

mengolah, atau menahan informasi. 

Kedua; pers sebagai sarana lalu 

lintas informasi publik (the free 

market of exchange of information). 

Kemerdekaan tukar menukar 

informasi sangat penting untuk 

mendorong dialog, membangun 

harmoni dan kemajuan.

(3) Hak atas kemerdekaan 

berpendapat.

Telah dikemukakan, hak atas 

kemerdekaan berpendapat dapat 

juga sebagai suatu wujud hak atas 

kemerdekaan berekspresi. Sengaja 

diberi tempat tersendiri, untuk 

menekankan betapa penting hak 

atas kemerdekaan berpendapat. 

Ketika rapat-rapat menyusun UUD 

1945 (Sidang BPUPKI), Bung Hatta 

sangat gigih meminta agar hak 

atas kemerdekaan berpendapat 

dan mengeluarkan pikiran (dan 

hak berapat dan berkumpul), 

dimasukkan dalam UUD. Beliau 

berpendapat, hak berapat dan 

berkumpul, hak mengeluarkan 

pendapat dan pikiran bersifat 

universal. Karena itu tidak perlu 

dikaitkan dengan liberalisme-

individualisme.

Esensi hak atas kemerdekaan 

berpendapat adalah exchange of 

ideas dan pers merupakan forum 

bagi free market of ideas. Memang, 

pertukaran pendapat atau pikiran 

dapat juga melalui cara-cara lain, 

misalnya buku-buku, diskusi 

terbuka datau permusyawaratan. 

Tetapi, sarana-sarana yang disebut 

terakhir berjangkauan terbatas 

dan tidak sehari-hari. Melalui pers 

dimungkinkan pertukaran pikiran 

sehari-hari (daily exchange of ideas) 

dengan penyebaran yang luas. 

Pers sebagai forum, tidak hanya 

terbatas sebagai penyalur pendapat. 

Pers juga merupakan sumber ide, 

mengarahkan dan membentuk 

pendapat yang memberi manfaat 

kepada publik.

(4) Hak atas kemerdekaan 

berkomunikasi.

Dalam makna tradisional, hak 

berkomunikasi adalah hak atas 

kemerdekaan berbicara secara 

lisan, tulisan, atau menggunakan 

tanda-tanda atau gerak tertentu. 

Dengan perkembangan teknologi, 

hak berbicara dapat dilakukan 

menggunakan sarana atau media 

seperti pers. Hak berbicara (untuk 

menyampaikan pikiran, pendapat 

atau pembicaraan biasa), yang 

dilakukan melalui media komunikasi 

merupakan es ensi  hak atas 

kebebasan berkomunikasi. Setiap 

bentuk hambatan menggunakan 

sarana komunikasi merupakan 

pelanggaran terhadap hak atas 

kemerdekaan b erkomunikasi . 

Pers merupakan salah satu media 

komunikasi. Meniadakan atau 

menghambat kemerdekaan pers 

adalah pelanggaran hak atas 

kemerdekaan berkomunikasi.

(5) Hak atas kemerdekaan 

melakukan kontrol.

Kontrol  adalah subsistem 

dari tatanan pemerintahan yang 

bertanggung jawab. Pemerintahan 

yang bertanggung jawab merupakan 

salah satu ciri demokrasi. Dalam 

demokrasi, pertanggungjawaban 

dilakukan dan diberikan kepada 

rakyat. Tanpa kontrol tidak ada 

p e r t a n g g u n g j a w ab a n .  T i d a k 

b ertanggung jawab memb eri 

peluang kekuasaan sewenang-

wenang. Kontrol adalah sarana 

mencegah kekuasaan sewenang-

wenang. Pers sebagai sarana publik 

melakukan kontrol agar kekuasaan 

tidak sewenang-wenang. Kontrol 

pers adalah kontrol publik. 

Ada dua makna kemerdekaan pers atas 
informasi. Pertama; hak memperoleh, 
menyebarkan, mengolah, atau menahan 
informasi. Kedua; pers sebagai sarana 
lalu lintas informasi publik (the free 
market of exchange of information).

“

“



12 Etika | Maret 2015

Galeri Foto

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berbicara dalam 

seminar media literasi di Mamuju (5/3/2015)

Dewan Pers bersama Indonesia Indicator dan Universitas 
Multimedia Nusantara (UMN) atas dukungan Kedutaan 
Denmark menggelar seminar hasil riset tentang twitter di 
kampus UMN, Tangerang (17/3/2015).

Dewan Pers menerima kunjungan dari sejumlah jurnalis 
Thailand (19/3/2015) 

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (berdiri), saat 
melakukan verifikasi di Universitas Moestopo (14/3/2015) 
terkait pengajuan univeritas tersebut sebagai lembaga penguji 
kompetensi wartawan.


